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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Adanya harmonisasi hukum melahirkan globalisasi di bidang kontrak
dimana kontrak-kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam suatu hubungan perdagangan. Setiap pihak yang melakukan suatu
transaksi membutuhkan suatu kontrak untuk dapat menuangkan kepentingan-
kepentingan yang ingin dicapai dalam transaksi tersebut. Akan tetapi
transaksi bisnis tersebut mempunyai banyak masalah hukum yang dihadapi
oleh para pihak dalam transaksi bisnis, masalah-masalah tersebut pada
umumnya timbul karena penafsiran yang berbeda dalam penerapan peraturan
hukum.

Dalam hal permasalahan tersebut timbul, para pihak umumnya
bersikukuh dengan penafsiran masing-masing, yang mana rujukan
kebenarannya atas permasalahan tersebut menjadi sulit untuk ditentukan tolak
ukur dan kepastian jawabannya sehingga tidak dapat dipungkiri banyak
permasalahan tersebut akan berakibat pada suatu sengketa hukum apabila
para pihak tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Sebagai contoh Kisruh kepemilikan PT Cipta Televisi Pendidikan
Indonesia berawal dari ketidaksepahaman PT. Cipta Televisi Pendidikan
Indonesia dengan PT. Berkah Jaya Bersama tentang materi perjanjian
kerjasama investasi (investment agreement). Pihak PT. Cipta Televisi
Pendidikan Indonesia menganggap isi perjanjian itu hanyalah bantuan
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penyelesaian utang PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dari PT. Berkah
Jaya Bersama. Sementara PT. Berkah Jaya Bersama mengartikan perjanjian
itu juga berarti pembelian saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
sebesar 75 persen. Kemudian Pada tahun 2010, Ny. Siti Hardijanti Rukmana,
PT. Tridan Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, dan
Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (“Ny. Siti Hardijanti Rukmana dkk”)
mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT. Berkah Jaya
Bersama dengan nomor perkara 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt Pst, dengan obyek
gugatan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cipta
Televisi Pendidikan Indonesia pada tanggal 18 Maret 2005, 19 Oktober 2005,
dan 23 Desember 2005 (RUPSLB), yang diadakan sebagai realisasi Oktober
2005, dan 23 Desember 2005 (RUPSLB), yang diadakan sebagai realisasi
dari kerjasama investasi (investment agreement) yang ditandatangani oleh PT.
Berkah Jaya Bersama dan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

Pada tanggal 14 April 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
menjatuhkan putusan pada tingkat pertama yang pada intinya memutuskan
bahwa Berkah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Terhadap
putusan ini, Para Pihak mengajukan banding. Kemudian pada tanggal 20
April 2012, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan
banding yang diajukan oleh Para Pihak, dengan putusan Pengadilan tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara.

Terhadap putusan ini, Para Pihak mengajukan kasasi. Selanjutnya pada
tanggal 2 Oktober 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

mengeluarkan putusan Kasasi dengan No. 862 K/Pdt/2013 (Putusan MA)



yang berisi, antara lain: Membatalkan dan menyatakan tidak sah keputusan
RUPSLB, Menghukum PT. Berkah Jaya Bersama untuk mengembalikan
keadaan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia seperti keadaan semula
sebelum RUPSLB.

Dalam Putusan Peninjauan kembali bernomor 238 PK/PDT/2014 dan
diketuk pada 29 Oktober 2014 Menguatkan putusan Kasasi dengan No. 862
K/Pdt/2013 (Putusan MA) yang berisi Membatalkan dan menyatakan tidak
sah keputusan RUPSLB dan Menghukum PT. Berkah Jaya Bersama untuk
mengembalikan keadaan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia seperti
keadaan semula sebelum RUPSLB. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 12
Desember 2014 dalam register perkara No. 547/X1/ARB-BANI/2013 Majelis
Hakim Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memutuskan PT. Berkah
Karya Bersama adalah pemilik sah PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.
Dalam kasus tersebut PT. Berkah Jaya Bersama berlawanan dengan pihak
PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

Didalam kegiatan atau transaksi bisnis memungkinkan adanya sengketa
(dispute) antara para pihak yang terlibat, dunia bisnis menuntut suatu cara
penyelesaian suatu sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan atau
informal procedure and can be put in motion quickly, artinya penyelesaian
sengketa harus tetap berada pada jalur sistem yang formal dan resmi serta
dibenarkan oleh hukum yang disebut official law formal and enforcement

system.*

! Catur Iriantoro, Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis, Bandung:
Inti Media Pustaka, 2007, hal. 2-3.
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Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan
inti permasalahan, setiap permasalahan memiliki sekian banyak lika - liku,
akan tetapi pada akhir intinya akan muncul kepermukaan. Berbagai faktor
individual maupun pengaruh lingkungan dapat menguasi emosi para pihak
yang bersengketa memalui pertentangan tertentu yang kadang - kadang tidak
dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.’

Secara konvensional penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan
secara litigasi atau penyelesaian sengketa dimuka pengadilan. Dalam
keaadaan demikian posisi para pihak yang bersengketa saling berlawanan satu
sama lain. Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan,
apabila pada akhirnya ditempuh penyelesaian itu semata-mata sebagai jalan
terakhir (ultimum remedium) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan
hasil.> Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan masalah yang timbul, antara lain :

1) Melalui perjanjian informal;

2) Melalui konsiliasi;

3) Melalui arbitrase

4) Melalui Pengadilan.*
Bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibanding
lembaga peradilan kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin;

? Priatna Abdurrasyid, Arbitrase& Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT Fikahati Aneska,
2002, hal. 1.

% Suyud Margono, ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor: Ghalia
Indonesia, 2004, hal. 12.

* Ibid, hal. 13.



2) Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif
dapat dihindari;

3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya
mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup
mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;

4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;

5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan
melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat
dilaksanakan.

Didalam arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terdapat win-win
solution sehingga hubungan bisnis dapat dibangun kembali setelah dispute
dapat diselesaikan. Berbeda dengan halnya dengan pengadilan yang hanya
memiliki win-lose solution sehingga ketika sengketa berakhir salah satu pihak
akan mengalami kekecewaan.®

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mencoba melakukan
penulisan tesis dengan judul “ANALISA ASPEK KEPASTIAN HUKUM
PADA KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN INVESTASI
(Studi Kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Melawan PT. Berkah

Karya Bersama)”.

® Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2006, hal. 12.

® Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006,
hal.64-65.



1.2 Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang singkat yang telah penulis uraikan di atas,
maka rumusan masalah penelitian yang akan penulis bahas di dalam karya
ilmiah ini adalah :
1) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, Peninjauan Kembali dan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam memutus sengketa bisnis
antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melawan PT. Berkah
Jaya Bersama?
2) Bagaimana aspek kepastian hukum pada klausula arbitrase dalam

perjanjian investasi?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh Penulis mempunyai tujuan sebagai
berikut:

1) Mengulas mengenai pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, Peninjauan Kembali dan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam memutus sengketa bisnis
antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melawan PT. Berkah
Jaya Bersama.

2) Menelaah mengenai aspek kepastian hukum Klausula arbitrase dalam

perjanjian investasi.



1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh

Penulis diharapkan untuk :

1) Memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum majelis hakim

pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, Peninjauan
Kembali dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam memutus
sengketa bisnis antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia

melawan PT. Berkah Jaya Bersama.

2) Dapat memberikan pengetahuan bagi para pelaku bisnis mengenai

aspek kepastian hukum klausula arbitrase dalam perjanjian investasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini Penulis akan memberikan gambaran yang jelas dan

terarah mengenai penyusunan proposal tesis, penulisan ini terdiri dari 5 (lima)

bab, yaitu :

1)

2)

3)

Bab | berisi tentang latar belakang penelitian, masalah penelitian,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan yang
dilakukan dalam penulisan ini;

Bab 11 berisi tentang tinjauan asas-asas , peraturan perundang-undangan
nasional dan internasional mengenai Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa;

Bab 11l berisi tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini akan
dibahas mengenai jenis data, alat pengumpulan data, analisis dan

pendekatan terhadap penulisan hukum;



4)

5)

Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah
penelitian berikut contoh kasus mengenai sengketa antara PT. Cipta
Televisi Pendidikan Indonesia melawan PT. Berkah Jaya Bersama;

Bab V berisi penjabaran berupa kesimpulan sebagai hasil penelitian
dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, serta akan diuraikan
beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai solusi dari

permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini.





